
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,AUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 67 TAHUN 2A22

TENTANG

MEKAI'IISME PENGEI,OI,AAN ANGGARAN KAS

PEMERIISTAH DAERAH

DENGAF{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a-

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam ranglo" tertib administrasi dan

mengatur ketersediaare dana yang cukup bagi

Pemerintah Daer:ah dalam mendanai pelaksanaan

program dan kegiatan;

bahwa dalam. rangka" merr5rusun Anggaran Kas

Pemerintah Daerah perlu dibuat petunjuk teknis

sebagai dasar rrntuk PenJrusnnem Aagaran Kas

Pemerintah Daerah;

bahwa dalam mng$a melaksanakan ketentuan pada

Lampiran tsAB I tentang Penlelo1a Kerrangan Daerah

huruf c angka 3 point b Fbrafiiran Pemerintah Nomor

12 Tahun 2atg tentang Fedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah menetapkan Anggaran Kas;

hahwa berdaserrkan pe*imbangan mbagaimana

dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati terrtang MekaBisme

Pengelolaan Anggaran Kas Pemerfuetah Daerah;

b.

d.



Mengingat :1.

2-

-2-

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabqmten Pelalawan, Ka-bupaten

Rokan tlulu, I(abupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabrrpaten Krrantan Singingi, dan Kota Batam

(Lerrbaran Negara Republik Indonesia Tahrrn 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

betrerapa ksli teralrtrir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OOB tentang Penrba}an Ketrga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

I(ahupaten Rokan HuIu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabulmten Siak, kbupaten Karimun, Kabupaten

Natrrna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam flembaran Negara Repuhlik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 1O7, Tambahan trrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor aSSO);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang

Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OD3 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negam

Nornor a286h

Republik Indcnesia

t.

Undang-Undang Nopaor 1 Tahun 2A04 tentang

Perbndaharaan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355h

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010,4 teatang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara fi.embaran Negara Republik

Indonesia. Tahun 2ifrO4 lYomor ffi, Tambatran

kmbaran Negara Republik Indorresia

Nomor ++O0l;

3.

4.

5.



6.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5584
sebagaimana telah diubah beberapa. kali teralrtrir

dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kdua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah (Icmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran

Negara Republik trndonesia Nomor 5679!;

Perattrran Pemerintah Republik Indoaesia

Nornor 39 Tahun 2OOT tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah {Irembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2O1O

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 ?ahun 2BI9
tentang Pengelolaari Xeuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik IndonesiaoTa\un 2AL9 Nomor 42,

Tambahan Iembarap .Negara Republik Indonesia

Nomor 6,3221;

1O- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2A2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah fBerita Negara Republik

IndonesiaTahun 2O2O Nomor 1731);

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2

Tahun 2ol22 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah fi,embaran Daerah l(abupaten Natuna

Nomor 23, Tambalran Iembaran Daerah

Kabupten Nattrna Nomor 2O|;

7.

8.

9.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME

PENGEIOI,AAN ANGGAEAN KAS PEMERISAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAH UMUM

Pasal 1

Dalarr Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dae.rah adal;ah Kabupaten Nahrna-

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabutrraten

Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Ikbupaten Natuna.

4. Pernerintalran Daerall adalah Pemerintah

I(abupaten Natuna.

5. Rekereing l(as Umum Daerah adalah rekening

tempat penyimp.rran uang Daemh yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung

selumh Penerima,an Daerah dan naerrhyar

selrrarh Peugeluaran Daerah pada barrk yang

ditetapkan.

6. Anggaran Kas adalqh perkiraan qrlrs kas mastrk

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan

arus kas keluar unfuk rnengatur ketersediaan
I r.

dana yaqg cukup ff" rhendanai pelaksanaan

APtsD dalarn setiap periode.

7. Surat Pereediaan Dana yang selanjutnya disinglat

SPD adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat

pembayamn atas pelaksanaan APBD.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yarrg selanjutnya

disingf,at SKPD adalah unsur perangkat daerah

pada Femerintah Daerah yang melaksanakan

Urusan Pemerintahan Daerah.
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9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

sela4iutnya disinglrat SKPKD adalah unsur

penunjang Unrsan Pemerintahan pada Pemerirrtah

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

1O. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan

dan betanja SI(PD atau dokumen yang memrrat

pendapatan, belanja, dan pembia5man SKPD yang

melaksanakare fungsi bendahara umum daerah

yang digunakan sehgai dasar pelaksanaan

anggaran oleh Pengguna Anggaran.

11. Pengguna Anggaran yang sela4iutnya disingfuat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas

dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Bendahara Umlrm Daerah yang seLanjufurya

disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam

kapasitas *bagai BUD.

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan tugas BUD.

P.asal2

Ruang lingktrp peraturan Bupati irri mengatur:

1. PenSrusuaan Anggaran f<as iernlrintah Daerah; dan

2- Penerbitan SPD.

BAB II

PETiITJSUNAN ANGGARAN KAS

PEMERINTATI DAERAH

Pasal 3

{1} PPI{D selaku BUD men)rustur Anggaran Kas

Pemerintah Daerah untuk mengattrr ketersediaan

dana dalam mendanai pengeluaran sesrrai dengan



rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DPA SKPD.

(2),{nggara:l. Kas Fernerinta*r Sserah disahkan oleh

PPKD.

(3) Anggaran l{a,s Femerintah ilaerah sebagaimana

dimaksud Fda ayat t1l mempakan perkiraan

rencana daerah dan rencana

lrengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya

bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi

Anggaran Kas SI(PD.

Pasal 4

(ll Penyusunan prkiraan sebagaimana dimaksud

dala:n Pasal 3 Ayat (3) mempakan perkiraan arus

kas masuk pada Anggara:r Kas Pemerintah

Daerah, dihitung berdasarkan rencana

penerimaan sub rincian objek pendapatan dan

rencana penerimaan pembiayaan unhrk setiap

bulannya berdasarkan walrtu estirna.d realisasi

kas dala'r, DPA-SKPD dan Ang;aran
Kas SKPD.

(2! Hasil perhitungan r€ncana penerimaan per sub

rincian objek pndaptan dan lrcnerimaan
pembiaSraan sebagair.nana dimaksud pada ayat (1),

dicatat ke datam dokrmen Anggare* Kas masuk

yang memuat jumlah angbardh pendapatan dan

trrenerimaan pembialahn selama satu tahun dan

rencana penerimaan setiap bulan.

{3} Pen5rusunan perkiraan realisasi sebagaimana

dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (21 mempakan

perkiraan arus kas keluar pada "A.nggaran Kas

Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan reneana

belanja 1rer slrb rincian objek setiap butrannya

berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan

dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD serta

mekanisme pembayaran atas belanja sub

serta rencana. pengeluaran pembiayaan unhrk



(1)

(21

t3)

setiap bulanqra berdasarkan anggaran

pengeluaran yang telah ditetapkan.

(a) Hasil trrerhitungan rencana pengeluaran per sub

rincian objek belanja .lan pengeluaran pembiayaan

sebagaiman dirnaksud pada ayat (3| dicatat ke

dalam dokumen Anggaran Kae keluar yang

memuat jumlah anggaran belaqia dan pengehraran

pembiayaan selama satu tahun dan rencana

pengeluaran setiap bulan

Fasat 5

PPKD selaku BLID menerbitkan permintaan

penJrusruutn A,nggaran Kas SKPD pating lambat 1

(satul hari sejak terbitnya DPA SKPD.

Kepala SKPD menyusrm Anggaran Ka"s penerimaan

dan A,nggaran Kas pengeluaran SKPD berdasarkan

DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepata SKPD merryampa.ikan Anggaran Kas SKPD

kepda Kuasa BUD ryI*g lambat 3 (tiga) hari sejak

DPA-SKPD diterbitkan.

Pasal 6

{1} Kuasa BUD mela!1faur verifikasi atas AnggEarar:

Kas SKPD paling larna 2 (dgal hari sejak
r'

diterimanya Angar{tn Kas dari SKPD-

(2| Kuasa BUD dalam melakutan" uerifikasi Angaran

Kas SKPD setaeaimana dimaksud pada ayat (11

menggunakan instnrmen verifikasi antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalarn DPA-

SKPD; dan

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi

lencana penadkan dana dalam DPA-SKP-D.

(3! Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pda ayat (1) terdapat perbedaan antara

rencarla realisasi pendapatan dan rencana

pengeluaran SKPD, Kuasa BUD mengusrrlkan
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pergeseran rencana dana dan

pen5resuaian aan kegiatan SKPD.

{4} Dalano hal terdapat pergeseran rencana penarikan

dana darr penyesuaian pelaksanaan

SKPD sebagaimana rlirnakstrd pada ayat {3}

mengakibatkan terjadinya pergesaran rerlcana

penarikan dana pada DPA SKPD, PA meagusulkan

peryesaran DPA SKPD ke PPKD-

Pasal 7

{1} Kuasa BUD brdasarkan Anggamn l(as SKPD yang

telah diverifikasi, mer{rusun ftrrrcangan Anggaran

Kas Pemerintah Daerah.

(2| Dalam menyu$un anggaraft Pemerintah Daerah,

Kuasa BUD memperhatikan keseimbangan antara

saldo awal kas di rekening kas daerah, rencalrut

realisasi pendapatan, rellcarla realisasi

penerifilaan pembiayaan, rencana realisasi belanja

dan rencana realisasi pengehraran pembiayaan-

{3} Dalarn hal rencana pengehraran lebih besar dari
pada saldo awal dan rencana realisasi penerimaan

setiap bulannya, kuasa. BUD melakukan

pembahasan untuk melakukan pergeseran

rerlcana penankln dana dan perryesuaian

pelaksanaan kegiatan SKPD.

Pasal 8

Kuasa BUD menyampa.ikan rancangan Anggaran

Kas Pernerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan

Anggaran Kas Pemerintah Dserah yang

disampaikan Kuasa BUD Balin-g }ambat 1 (satul

hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas

Pemerintah Daerah diterima.

Format Anglqaran Kas SI(PD dan Anggaran Kas

Femerintah Daerah terdapat dalam Iampiran yang

(U

{21

(sl
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merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

BAts ItI

PENERBITAN SURAT PER.SEDIAAN DANA

Pasal 9

Ul SPD diterbitkan oleh PPKD.

{2} SPD disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan

kepada PPKD untuk disahkan.

{3} Dalam menyiapkan SPD Kr.la.sa

mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. ketersediaan dana di Rekening Kas Umum

Daerah; dan

c. penjadwalan pembay-aran pelaksanaan

anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

{4} SPD sebagairnana dirnaksud pada ayat {1}

diterbitkan berdasarkan sumber dana

pelaksanaan kegiatan.

t5) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sebagai berikut:

a. dana trmllrn, terdiri dari:

1" pendapatan asli daerah;

2- dana bagi hasil pdak dan sumber daya alarn;

3- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-

b. dana kltusus, terdiri dari:

1. dana alokasi khusus lisik;

2. danaalokasi khusrrs non-Iisik; dan

3" dana tlhusus lainnya yang merupakan bagian

dari dana umum.

Kuasa BUD menyarnpa.ikan SPD yang telah

disahkan kepada Kepala SKPD.

BUD,

(6)



,r -trr bui$,:rt:r&rt?t ld'dl{ffl4!r6'L{

t1)

f,Zl

-10-

Pasal 1O

SPD dapat diterbitkan pertriwutan, perbulan,

perminggu, dan/atau perperiode tertentu sesuai

kebutuhan SI{PD dan ketersediaan daca di
Rekening Kas Umum Daerah

Untuk pernbayaran pengeluaran kebututran

tanggap darurat bencama, konllik sosial, danlatarr

kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat

melakukan pembatalan, dan perubahan SPD atau

dokumen yang diper,samakan yang bersumber dari

anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang

menyelenggarakan fungsi Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah.

Pembatalan, darr. perubahan SPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dapat dilakukan ap"bila
terdapat kondisi sebagai berikut:

a. ketersediaan dana pada rekening kas umum

daerah yang tidak sesuai perkiraan penerirnaam

dalam Ai:ggaran Kas; atau

b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan

akibat keadaan darurat terrrasuk ketrrerluan

mendesak; dan

c. perubahan SPD menjadi dasar perrrintaan

pembayaran berikutnya-

,'

BAB IV

KETENTUAN PERALII{AN

Pasatr Il
Pen5rusunan Angaran Kas Pemerintah Daerah, dan

penerbitan SPD mennuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara, elelrtronik-

t3)



BAB V

KETET{TUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal

diundangfuan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peratura:r B.upati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daenah Ikbupa.terr

Na&ma.

Ditetapkan di Ranai
I

Diundangan di Ranai

padatangal 2t 1t/,vtL 2022

EKRETARIS

BERITA DAERAH

NATTINA, 
/

Pada Engal TLJLLIu" nzz

K*:Y*'f'

In.
:.

.TEN NATUNA TtrHLrN 20/22 NOMOR 152
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I,AMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 9,7 ThHIJN 20 2
TEIVTANG MEKANISME

PENGEI'I.'AAN ANGGARAN

KAS PEMERINTAH DAERAH

Format er.gg.r*. Kas SKPD
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Fonnat Anggaran l(as krnerinEh Daemh
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Format SPD
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aPA.Srpc
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r, 5,r*aiumiah?ilaDP*
$!{9$,lF; r;t}$16 DP*" 5Y Ftr$ng

otb*t dr !PO.&r
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Forrnat Lprnpiran SPD

lm$nm : tuat ,bql"*ffi lkrltiPq

tomtrS0
rqd
$pD
Pe!!&
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